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RINGKASAN 

 

Penelitian desertasi ini berjudul Prinsip kepastian hukum penghapusan aset 

hak atas tanah negara bekas eigendom verponding yang dilatar belakangi oleh suatu 

kenyataan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria utamanya Pasal yang mengatur tanah Negara Bekas eigendom 

terjadi pergeseran pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara menjadi Hak Pengelolaan yang melahirkan Barang Milik 

Negara/Daerah.  

Negara Indonesia memilih dan meletakkan dasar politik hukum agraria 

nasional, yaitu melindungi segenap bangsa untuk mewujudkan negara yang adil dan 

makmur, serta mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana ketentuan Pasal 33 

ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Negara berwenang untuk mengatur hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa dan menyelenggarakan, peruntukan, 

penggunaan, persediaan, pengelolaan serta pemeliharaan tentang kebutuhan tanah. 

Terjadinya pergeseran hak menguasai Negara menjadi Hak Pengelolaan oleh 

Pemerintah yang melahirkan Barang Milik Negara/Daerah sehingga Tanah bekas 

eigendom milik warga negara asing yang dikuasai oleh masyarakat diakui sebagai aset 

pemerintah Kota Surabaya. Pemberlakuan UUPA terhadap tanah hak eigendom 

dikonversi, menyatakan bahwa Hak eigendom atas tanah yang ada, sejak mulai 

berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya 

tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21. 

Secara yuridis, Adanya persoalan hak atas Tanah Negara Bekas eigendom 

verponding secara fisik dikuasai oleh masyarakat diakui sebagai Tanah Aset 

pemerintah Kota Surabaya mengakibatkan terjadinya sengketa hak atas tanah antara 

masyarakat dengan Wali Kota Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya yang 

menganggap tanah dimaksud  sebagai asset, maka terjadi konflik norma bahwa tanah 

negara bekas eigendom veerponding berdasarkan ketentuan dalam UUPA pada Pasal 

(2)  dan pasal (21), serta dasar ketentuan dalam konversi, maupun Pasal 5 Keppres 

Nomor 32 tahun 1979, secara tegas menjadi hak prioritas warga mayarakat yg 

menguasai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara menjadi Hak Pengelolaan yang melahirkan Barang Milik 

Negara/Daerah wajib disertipikatkan. 

Ketentuan hukum secara normatif hak atas tanah negara bekas eigendom 

verponding dan tanah negara bekas eigendom gemente sangat berbeda yaitu Pasal (2) 

ayat 3  UUPA atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 33 UUD RI 1945, Negara dapat melimpahkan kewenanganya kepada 

daerah Swatantra yang melahirkan Hak Pengelolaan menjadi Barang Milik 

Negara/Daerah.  

Disisi lain dalam UUPA mengatur tentang Ketentuan Ketentuan Konversi 

bagi tanah tanah bekas hak barat termasuk hak atas tanah negara bekas eigendon 

verponding. Pengaturan Hak tanah eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, 

yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung 
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kedutaan, sejak mulai berlakunya Undang undang ini menjadi hak pakai tersebut 

dalam pasal 41 ayat (1), yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk 

keperluan tersebut diatas dan pengaturan tentang Hak tanah eigendom kepunyaan 

orang asing, seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya 

mempunyai kewarga-negaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk 

oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sejak mulai berlakunya 

Undang-undang ini menjadi hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1), 

dengan jangka waktu 20 tahun. 

Atas dasar adanya 2(dua) ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya 

mendalilkan bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 3 UUPA, semua tanah negara baik bekas 

eigendom gemente maupun eigendom verponding merupakan aset atas hak yang 

diberikan Negara atas dasar pelimpahan. Landasan hukum pengaturan hak atas tanah 

negara bekas eigendom Sebagai Aset Tanah oleh Pemerintah Surabaya untuk 

pelepasan Hak berpijak pada regulasi : 

1. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbenharaan Negara mengatur Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 yang telah diubah dengan PP No 

28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

3. Permendagri No. 19 tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah 

4. Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak 

Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah 

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah pelaksanaanya dihentikan dengan Intruksi Walikota 

Surabaya Nomor 6 Tahun 2016 dengan berpedoman pada memberlakukan 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah. 

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan 

Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 

 

Seharusnya Secara yuridis normatif, tanah negara bekas eigendom verponding 

menjadi Hak masyarakat sebagaimana Ketentuan Konversi Pasal I ayat (3) UUPA dan 

Pasal 5 Kepres Nomor 32 Tahun 1979 dan berdasarkan Pasal 39 ayat (6) Peraturan 

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor : 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus 

Pertanahan disebutkan Penetapan Hak Atas Tanah kepada pemenang Perkara 

dilakukan setelah adanya permohonan hak dengan melampirkan :  a. Surat Keputusan 

Penghapusan aset/aktiva tetap dari daftar inventaris kekayaan intansi yang 

bersangkutan dan/atau surat lain yang sejenis; b. Surat persetujuan pelepasan aset dari 

pengelola aset. 

Selain tatanan normatif dalam pasal 2 ayat 3 UUPA, Pemerintah Kota 

Surabaya mendalilkan adanya SIMBADA (sistim menejemen dan  informasi barang 

milik daerah) serta pada ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
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Negara, sehingga semua bekas tanah negara bekas eigendom dimasukan menjadi 

Aset. 

Kejadian dan persoalan dalam tatanan normatif tersebut, terdapat 

problematika hukum  adanya konflik norma yang menyangkut obyek tanah negara 

bekas eigendom gemente dan bekas eigendom verponding. Hal inilah yang menjadi 

isu hukum dalam penelitian disertasi ini yang kemudian  ada 2 Rumusan masalah yaitu 

1 Prinsip kepastian hukum penghapusan aset Pemerintah Kota Surabaya dalam 

pelepasan hak atas tanah negara bekas eigendom verponding. 2. Perlindungan hukum 

terhadap pemegang hak atas tanah negara bekas eigendom verponding yang diakui 

sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya. 

Jenis penelitian dalam desertasi ini adalah metode normatif, dengan 

pendekatan masalah, 1 pendekatan per undang-undangan, 2. pendekatan filosofis dan 

3.pendekatan konseptual dan 4. Pendekatan kasus. 

Dalam analisis dan temuan disertasi, pada rumusan masalah pertama 

digunakan landasan teori Negara Hukum Kesejahteraan dan teori kepastian hukum, 

sedangkan analisis dan temuan desertasi pada rumusan masalah ke dua digunakan 

teori kewenangan dan perlindungan hukum. 

Analisis dan temuan penelitian pada rumusan masalah pertama, bahwa 

problematika hukum yang terjadi secara yuridis atas obyek tanah negara bekas 

eigendom verponding telah di uji oleh masyarakat melalui Proses di Pengadilan 

Negeri Surabaya dengan adanya gugatan kepada Pemerintah Kota Surabaya. Adapun 

dari proses gugatan tersebut sampai adanya Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia hingga adanya Peninjauan Kebali Pemerintah kota Surabaya dinyatakan 

masyarakat berhak mengajukan hak guna bangunan. 

Adanya putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan 

atas dasar Kewenangan atribusi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya selaku 

Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam 

mengambil keputusan untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB namun tidak dijalankan. Artinya 

secara teoritis kewenangan atribusi sebagaimana dalam pasal 8 UU Nomor 30 Tahun 

2014 Walikota Surabaya dapat melaksanakan penghapusan dan pelepasan aset tanah 

negara bekas eigendom verponding, sehingga secara teoritis putusan Mahkamah 

Agung merupakan bentuk adanya kepastian hukum, sesuai ketentuan konversi pasal I 

ayat (3) UUPA dan Keppres Nomor 32 tahun 1979, bahwa tanah bekas eigendom 

verponding sepenuhnya  menjadi hak warga masyarakat. 

Analisis dan temuan disertasi pada rumusan masalah ke dua, bahwa teori 

perlindungan hukum Represif telah menjadi pilihan antara masyarakat pemegang dan 

penghuni tanah negara bekas eigendom verponding dengan Pemerintah Kota 

Surabaya. Dalam sistem Pemerintahan berdasarkan pada UUAP Nomor 30 Tahun 

2014, adanya AUPB, Pemerintah Kota Surabaya wajib melaksanakan Putusan 

Mahkamah Agung dengan tindakan menghapus dan melepas demi Perlindungan 

Hukum bagi Masyarakat sesuai dengan Negara Kesejahteraan. 

Pemerintah Kota Surabaya tidak melakukan penghapusan aset tanah negara 

bekas eigendom verponding yang terdaftar sebagai aset secara yuridis tanah Negara 

bekas eigendom verponding berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1979 memberikan 

hak prioritas bagi warga negara berdasarkan ketentuan konversi dan pasal 21 UUPA. 
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Pemerintah Kota Surabaya tidak melepas tanah yang diakui sebagai aset Pemerintah 

karena mengadopsi Legal opinion dari Pengacara Negara yang diwakili oleh 

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan Surat Nomor : B.5094/O.5/Gs/10/2015 tanggal 

20 Oktober 2015 yang menyarankan agar Pemerintah Kota Surabaya hanya 

menjalankan sebagaimana bunyi amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap, merupakan bentuk tidak berjalannya Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

(AUPB) yang diatur dalam UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

Warga masyarakat tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena Pemkot 

Surabaya yang seharusnya bagi masyarakat pemegang hak atas tanah Negara bekas 

eigendom verponding mendapat pengakuan dan perlindungan serta kepastian hukum. 

Hal dimaksud secara normatif dan eksplisit berdasarkan UUPA di dalam Ketentuan-

ketentuan konversi dan norma dalam pasal 21 

Secara atributif Pemerintah Kota Surabaya, tidak menjalankan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pertimbangan Legal Opinion 

Kejaksaan, maka berdasarkan asas preperensi yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 

2011, bahwa Legal Opinion bukan merupakan Peraturan Perundang-undangan, 

sehingga secara hierarki, berdasarkan Pasal 10  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pemerintah Kota Surabaya tidak 

menjalankan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan melakukan penyimpangan 

hukum yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum, 

oleh karena itu fungsi lembaga legislatif daerah, khususnya pada fungsi controling 

dan pengawasan sehubungan adanya sengketa yang menyangkut asset, seharusnya 

dapat memberikan rekomendasi dan persetujuan penghapusan aset demi terciptanya 

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam rangka memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum. 

Hasil temuan dalam disertasi ini yaitu Pemerintah Kota Surabaya telah 

melakukan penyimpangan dari Asas Umum Pemerintahan yang baik, dan tidak taat 

hukum melanggar ketentuan Pasal 177 ayat (3) Huruf b Perda Sby No. 1 Th 2020 

tentang Pengelolaan BMD, berdasarkan kewenangan atribusi yang dimiliki, tidak 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
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Abstract 

 

The former Eigendom Verponding State Land which was recorded in the Surabaya 

City Government's inventory list Number 2381810 as the object of the case was 

decided by the Surabaya District Court on March 19, 2012 whose ruling stated that 

the plaintiff (the community) had the right to apply for a Building Use Right 

Certificate and a GS Situation Picture. No. 400/S/1991/ as the basis for recording 

assets is declared invalid and has no legal force but the court decision which has 

permanent legal force, namely the Judicial Review Decision (PK) of the Supreme 

Court of the Republic of Indonesia Number: 409PK/Pdt/2017, dated 19 October 2017 

has not provided legal certainty. 

 Based on the legal aspects in the description of the background, the problems 

can be formulated, namely (1) the principle of legal certainty for the elimination of 

Surabaya City Government assets in the release of rights to state lands of the former 

eigendom verponding (2) Legal protection of holders of rights to former eigendom 

verponding state lands registered as assets of the City Government Surabaya. 

This dissertation uses normative legal research methods with statutory, case, 

historical, conceptual and philosophical approaches to analyze and find legal certainty 

in the norms for the elimination of Government assets based on Law no. 1 of 2004, 

PP No. 27 of 2014, Surabaya City Regulation No. 14 of 2012 which regulates the 

implementation of policies and management guidelines as well as the abolition of 

Regional Property in the relinquishment of former state land rights as eigendom 

verponding as land assets that are not certified or cannot be proven to be legal 

acquisitions based on court decisions that have permanent legal force. 

The findings in this dissertation are hierarchically based, based on Law 

Number 30 of 2014 concerning Government Administration, the normative order 

regarding the inherent attribution authority requires intervention in implementation. 

This is a necessity for justice seekers who are in dispute with the Government so that 

the principle of legal certainty is enforced. Therefore, the functions of the Central and 

Regional Legislative Institutions, especially in the control and supervision functions 

on the basis of complaints from the public in connection with disputes concerning 

assets, should be able to provide recommendations for the elimination of assets in 

order to create legal protection. 
 

Keyword : Asset Elimination, State Land, Eigendom Verponding 
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